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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji sejarah dan perkembangan administrasi publik di 
dunia melalui metode literature review. Pengabdian ini bertujuan 
menganalisis perkembangan pemikiran administrasi publik melalui 
pendekatan literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah 
berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan melalui 
sintesis tematik terhadap perubahan paradigma administrasi publik 
mulai dari Old Public Administration (OPA), New Public Management 
(NPM), hingga New Public Service (NPS). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa administrasi publik berkembang dari praktik pemerintahan kuno 
hingga menjadi disiplin ilmu modern dengan berbagai paradigma, seperti 
Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan 
New Public Service (NPS). Saat ini, administrasi publik terus berkembang 
menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis 
teknologi sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 

Kata kunci: Administrasi publik; Paradigma; Perkembangan global 

ABSTRACT 

This study looks at the history and development of public administration 
worldwide through a literature review method. The purpose of this work is 
to analyze the evolution of public administration thought using a literature 
review approach by examining various scientific sources such as books and 
relevant journal articles. The analysis is done through a thematic synthesis 
of the changes in public administration paradigms, from Old Public 
Administration (OPA), New Public Management (NPM), to New Public 
Service (NPS). The findings show that public administration has evolved 
from ancient government practices into a modern discipline with various 
paradigms, such as Old Public Administration (OPA), New Public 
Management (NPM), and New Public Service (NPS). Today, public 
administration continues to develop toward a more participatory, 
collaborative, and technology-based approach according to the 
increasingly complex needs of society. 

Keywords: Public administration; Paradigm; Global development 
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1. PENDAHULUAN 

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang memiliki peranan penting 

dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Perkembangannya tidak terlepas dari perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

yang mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tanggap 

terhadap kebutuhan publik. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik mengalami 

perkembangan yang panjang, dimulai dari praktik pemerintahan pada masa peradaban 

kuno hingga berkembang menjadi ilmu modern pada akhir abad ke-19. 

Pada tahap awal perkembangannya, administrasi publik banyak dipengaruhi oleh 

teori klasik yang menitikberatkan pada efisiensi, rasionalitas, serta pembagian struktur 

organisasi yang teratur. Namun, pendekatan tersebut dinilai kurang memperhatikan 

faktor manusia dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga lahirlah 

paradigma-paradigma baru. Old Public Administration (OPA) lebih menekankan 

birokrasi dan kepatuhan terhadap aturan, New Public Management (NPM) berorientasi 

pada peningkatan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip sektor swasta, sedangkan 

New Public Service (NPS) lebih mengutamakan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, 

dan akuntabilitas pemerintahan. 

Meskipun kajian mengenai administrasi publik telah banyak dilakukan, sebagian 

besar penelitian masih membahas paradigma tertentu secara parsial. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian historis yang menjelaskan keterkaitan perubahan paradigma 

administrasi publik mulai dari birokrasi klasik hingga pendekatan digital governance 

secara komprehensif. 

Di tengah arus globalisasi, administrasi publik terus mengalami perkembangan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan e-government, serta penggunaan 

pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, pemahaman 

mengenai sejarah dan perkembangan administrasi publik menjadi hal yang penting guna 

mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, adaptif, dan berfokus 

pada kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perkembangan pemikiran administrasi publik secara historis serta mengidentifikasi 

perubahan paradigma administrasi publik mulai dari Old Public Administration (OPA), 

New Public Management (NPM), hingga New Public Service (NPS). 

2. METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif 

partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai 

perkembangan administrasi publik serta pentingnya penerapan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan peserta 

terkait pemahaman administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil 
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identifikasi tersebut, tim menyusun materi yang relevan dengan kebutuhan peserta, 

meliputi sejarah perkembangan administrasi publik, perubahan paradigma Old Public 

Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS), 

serta perkembangan administrasi publik modern melalui konsep digital governance dan 

collaborative governance. Selain itu, tim melakukan koordinasi dengan pihak mitra untuk 

menentukan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. 

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan, ceramah 

interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif 

dengan mengaitkan konsep administrasi publik dengan fenomena penyelenggaraan 

pemerintahan saat ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai perubahan paradigma 

administrasi publik, mulai dari pendekatan birokrasi tradisional yang menekankan 

aturan dan hierarki, pendekatan manajemen publik yang berorientasi pada efisiensi dan 

kinerja, hingga pendekatan pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai 

aktor utama dalam proses pemerintahan. Melalui diskusi interaktif, peserta diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta permasalahan yang 

berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan 

pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta selama 

kegiatan, sesi refleksi, serta umpan balik peserta terhadap materi yang telah diberikan. 

Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi mampu 

meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan administrasi publik dan 

pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan 

berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

3. HASIL KEGIATAN 

Peningkatan Pemahaman tentang Perkembangan Administrasi Publik 

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai perkembangan administrasi publik 

telah dilaksanakan sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pemahaman peserta 

terhadap konsep dasar administrasi publik dan perubahan paradigma tata kelola 

pemerintahan. Kegiatan ini memperoleh respons positif dari peserta karena materi yang 

disampaikan memiliki keterkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan 

pemerintahan saat ini, khususnya dalam memahami perubahan peran pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar 

administrasi publik serta sejarah perkembangannya. Materi ini menjelaskan bahwa 

administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan, 

tetapi juga mencakup proses pengelolaan sumber daya publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Peserta diperkenalkan dengan perkembangan administrasi 

publik mulai dari sistem birokrasi tradisional hingga konsep tata kelola pemerintahan 

modern yang lebih terbuka dan partisipatif. 
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Pemahaman terhadap Perubahan Paradigma Administrasi Publik 

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai 

perubahan paradigma administrasi publik. Melalui penyampaian materi dan diskusi 

interaktif, peserta memahami bahwa paradigma Old Public Administration (OPA) 

menekankan pentingnya struktur birokrasi, aturan formal, hierarki organisasi, serta 

kepatuhan terhadap prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai paradigma New Public 

Management (NPM) yang muncul sebagai upaya memperbaiki kelemahan birokrasi 

tradisional melalui penerapan prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi 

kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pengukuran hasil pelayanan publik. Peserta juga 

memahami bahwa pendekatan NPM memiliki keterbatasan karena terlalu menekankan 

aspek manajerial dan kurang memperhatikan nilai sosial dalam pelayanan publik. 

Selain itu, kegiatan edukasi juga memberikan pemahaman mengenai konsep New 

Public Service (NPS) yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang 

memiliki hak dan peran dalam proses pemerintahan. Melalui paradigma ini, peserta 

memahami pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan 

kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam menciptakan pelayanan 

publik yang berkualitas. 

Penerapan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Modern 

Selain memahami perkembangan paradigma administrasi publik, peserta juga 

memperoleh wawasan mengenai pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan 

modern melalui konsep digital governance dan collaborative governance. Peserta 

memahami bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, 

keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan publik. 

Diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami 

pentingnya perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 

tidak lagi hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator yang 

membangun kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku 

kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan publik. 

 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

Berdasarkan hasil evaluasi melalui diskusi dan umpan balik peserta, kegiatan 

pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan 

administrasi publik dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Peserta 

menunjukkan antusiasme melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan penyampaian 

pendapat terkait praktik administrasi publik di lingkungan pemerintahan. 

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat dalam 

memperluas wawasan peserta mengenai pentingnya administrasi publik yang adaptif, 

transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemahaman tersebut 

diharapkan dapat menjadi dasar bagi peserta untuk lebih kritis dalam melihat berbagai 

https://doi.org/10.65316/janur.v2i1.1
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fenomena pemerintahan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Perbandingan Paradigma Administrasi Publik 

1. Perbedaan Tujuan Utama 

Masing-masing paradigma dalam administrasi publik memiliki orientasi tujuan 

yang berbeda. OPA menekankan efisiensi, kestabilan organisasi, dan kepatuhan terhadap 

regulasi formal. NPM lebih mengarah pada efisiensi biaya serta peningkatan kinerja 

dengan menerapkan prinsip-prinsip sektor swasta dalam birokrasi pemerintahan. 

Adapun NPS berfokus pada kepentingan publik melalui pelayanan yang demokratis, 

partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2. Perbedaan Peran Pemerintah 

Dalam paradigma OPA, pemerintah berfungsi sebagai pengendali utama yang 

melaksanakan kebijakan secara hierarkis dari pusat hingga daerah. Pada NPM, peran 

pemerintah berubah menjadi pengarah dengan memberikan ruang bagi mekanisme 

pasar serta persaingan dalam pelayanan publik. Sementara itu, dalam NPS pemerintah 

berperan sebagai pelayan masyarakat yang memfasilitasi kerja sama, dialog, dan 

penyelesaian persoalan publik secara bersama. 

3. Perbedaan Posisi Masyarakat 

OPA memandang masyarakat sebagai pihak pasif yang hanya menerima 

pelayanan serta aturan dari pemerintah. NPM kemudian menempatkan masyarakat 

sebagai pelanggan yang menilai mutu layanan berdasarkan tingkat kepuasan. Berbeda 

dengan kedua paradigma tersebut, NPS memosisikan masyarakat sebagai warga negara 

yang memiliki hak, kewajiban, dan keterlibatan aktif dalam menentukan kebijakan 

publik. 

4. Perbedaan Pendekatan Manajemen 

OPA menerapkan sistem birokrasi yang kaku melalui struktur hierarkis dan 

aturan yang ketat. NPM menggunakan manajemen yang lebih fleksibel dengan 

menerapkan desentralisasi, kontrak kinerja, serta prinsip-prinsip bisnis guna 

meningkatkan efisiensi. Sementara itu, NPS mengutamakan pendekatan kolaboratif 

melalui kerja sama lintas sektor serta akuntabilitas yang tidak hanya didasarkan pada 

hukum, tetapi juga nilai sosial dan kepentingan masyarakat. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

administrasi publik mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis, dimulai dari 

praktik pemerintahan pada masa lampau hingga berkembang menjadi suatu disiplin ilmu 

yang modern. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan 

ekonomi, sehingga konsep administrasi publik terus mengalami transformasi, dari yang 
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semula berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, menjadi lebih memperhatikan dimensi 

manusia serta keterlibatan masyarakat. 

Paradigma Old Public Administration (OPA) berorientasi pada sistem birokrasi 

yang bersifat hierarkis, menekankan kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga stabilitas 

organisasi. Namun, pendekatan ini dinilai kurang adaptif terhadap perubahan 

lingkungan. Kemudian muncul New Public Management (NPM) yang mengadopsi 

prinsip-prinsip sektor swasta guna meningkatkan efisiensi dan kinerja pelayanan publik, 

meskipun sering dikritik karena terlalu menekankan mekanisme pasar. Selanjutnya, New 

Public Service (NPS) hadir sebagai pendekatan yang lebih menempatkan masyarakat 

sebagai warga negara yang aktif, dengan menekankan partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dalam perkembangannya saat ini, administrasi publik juga diarahkan pada 

pemanfaatan teknologi melalui konsep digital governance serta penguatan kolaborasi 

antar berbagai aktor. Oleh karena itu, tidak ada satu paradigma yang dapat dianggap 

paling ideal untuk diterapkan secara universal. Administrasi publik modern dituntut 

untuk mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan secara fleksibel, menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada, guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
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